
a. bahwa Pemerintah Daerah dalam rnelaksanakan

tahapan pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021
perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk

mencegah aktivitas yang rnenimbulkan
penyebararr/penularan Corona Virus Disease 2019

yang membahayakan kesehatan masyarakat;

h bahwa Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 112

Tahun 2014 ten tang Pemilihan Kepala Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Melteri

Dalam Negeri NOmOl" 65 Tahun 2017 ten tang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala
Desa sebagairnana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalarn Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalarn

Negeri Nomor 112 Tahun 2014 ten tang Pernilihan
Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan dinamika
sosiologis akibat bencana nonalam yaitu panderni
Corona Virus Disease 2019 sehingga perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;

BUPATIDOMPU,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

•

Menirnbang:

•
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang

Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021;

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun

2014 tentang Pemilihan Kepala Desa [Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1221);

Mengingat:

• •
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DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah

Daerah.

5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS

adalah PegawaiNegeriSipil Kabupaten Dompu.

6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

mermrnpm
kewenangan

penyelenggara Pemerintah Daerah yang
pelaksanaan pemerintah yang menjadi

daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Dewan Pewakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai urrsur

Pasal 1

BABI

KETENTUAN UMUM

Menetapkan : DERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG PEMILlHAN

.l(EPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021.

MEMUTUSKAN:

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun

2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam NegeriNornor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409)

6. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nornor 01 tahun

2015 tentang Pedoman, Pencalonan, Pemilihan,

Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01
Tahun 2015).

..
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melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah

Dacrah:
12. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang

selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang

dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses
Pemilihan Kepala Desa;

13. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang

selanjutnya disebut Panitia Pernilihan Kabupaten adalah
panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten

dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang

te1ahditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang

berhak dipilih menjadi Kepala Desa;

15.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang
memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa.

•

dan kewajiban untuk

tangga Desanya dan

rnempunyai wewenang, tugas
menyelenggarakan rurnah

masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Pennusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang
diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan
Kepala Desa antar waktu .

10. Pemilihan kepala desa adalah pe1aksanaan kedaulatan

rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa vang
bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

11.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang

•
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kali a.ta.udapat bergelombang.

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu

Pasa12

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

•

16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang

diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk

melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban
Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;

17. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang
dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala

Desa.

18.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan

telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak

pilih dalam pernilihan KepalaDesa;
19.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS

adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data
Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah
diperbaharni dan dicek kembali atas kebenarannya serta

ditambah dengan pemilih barn;
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang

disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang
bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih
Sementara;

21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPTadalah

daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia

Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan
jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;

22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh
Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam
rangka mendapatkan dukungan;

23.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPSt

adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

•
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Pasa15

(1) Bupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri dari:
a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten

yaitu bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian,

pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial

Tentara Nasional Indonesia di daerah;
b. satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 7019

kabupaten;

c. unsur terkait lainnya.
(3) Dalam kondisi beneana nonalam Corona Virus Disease

2019, bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan
pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud

(1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan
mempertimbangkan:

a. pengelompokan waktu berakhimya masa jabatan
Kepala Desa di wilayah Kabupaten;

b. kemampuan keuangan daerah; danfatau
c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang

memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala
Desa.

(2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai

mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak

3 (tiga)kali dalamjangka waktu 6 (enam) tahun.
(3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu
paling lama 2 (dua) tahun.

•

Pasal4

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sarna di
!',eluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal3

, .



pemilihan;

f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan

KepalaDesa di kabupaten;
g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan

Kepala Desa dan melaporkan serta membuat
rekomendasi kepada bupati; dan

h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemilihan.

(5) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3),meliputi :

a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol
kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala

Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala
Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas
penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa serta
unsur terkait lainnya;

•

suara dan

perlengkapan

d. memfasilitasi pencetakan surat

pembuatan kotak suara serta
pemilihan lainnya;

e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan
perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia

pemilihan di kabupaten;
b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan

Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa
di Desa;

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;•
mengkoordinasikan dan

semua tahapan pelaksanaan

a. merencanakan,
menyelenggarakan

pactaayat (2)yang terdiri dari:

a. un sur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu

camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan
Tentara Nasional Indonesia;

b. satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019
kecamatan; dan

c. unsur terkait lainnya.

(4) Tugas panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat !2),meliputi:

, .



•

b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam

pemilihan kepala desa; dan
c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol

kesehatan dalam peruilihan kepala desa kepada

Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten.

(6) Panitia Pemilihan di desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e mempunyai tugas :
a. menyusun rencana tahapan kegiatan Pernilihan Kepala

Desa Serentak;
b. menetapkan daftar pemilih;
c. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal

calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
d. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
dan

e. menetapkan calon terpilih.
(7) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

mempunyai kewajiban :

a. bersifat mandiri dan tidak memihak;

b. menyampaikan laporan, setiap tahapan pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa Serentak kepada BPD dengan
tembusan Carnat; dan

c. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya
Pemilihan Kepala Desa Serentak kepada BPD dan

Kepala Desa guna dilanjutkan kepada Bupati melalui

Camat.

(8) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada BPD.

(9) Panitia Pemilihan Kepala Desa harus mernenuhi
persyaratan sebagai berilrut :

a. beriman dan bertakwa l.:epadaTuhan YangMaha Esa;

b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945 serta NKRI;

c. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau

sederajat;

d. berkepribadian baik, JUJur, transparan dan dan
bertanggung jawab dalam rnelaksanakan tugas:

e. sehat jasmani dan rohani;

f. berkomitmen tinggi, kreatif, dan kooperatif demi

•



pemungutan suara;

g. sehatjasmani dan rohani;
h. dapat membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;

1. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan

•

penyelenggaraPembantu

Pasal6

(1) Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (6) huruf d dapat menetapkan pembantu
penyelenggara pemungutan suara atas persetujuan BPD.

(2) Penetapan pernbantu penyelenggara pemungutan suara

ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

(3) Jumlah pembantu penyelenggara pemungutan suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 8

(delapan) orang tiap TPS.
(4) Pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bertugas selama 3 (tiga)hari yaitu

satu (1)hari sebelum pelaksanaan, pada hari pelaksanaan

dan satu (1)hari setelah pemungutan suara yang berasal

dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan
dan TokohMasyarakat Desa.

(5) Pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)mempunyai syarat yaitu :

a. warga Negara Indonesia;

b. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

c. setia kepada Pancasila dan UUD1945 serta NKRI;
d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

L. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan
dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang

kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima)tahun tidak lagi

menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan

surat keterangan dari pengurus partai politik yang

bersangkutan;

f. berdomisili diwilayah

•

undangan, pemungutan suara dan penghitungan suara;
h. tidak sedang menjabat sebagai anggota BPD;
i. bersikap dan berlaku netral.

pencapaian

suksesnya pemilihan kepala desa;

g. dapat mensukseskan pendataan,

, .



Bagian kesatu

Umum
Pasa17

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

BABIn

PELAKSANAAN

f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara
yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan

penghitungan suara, catatan pelaksanaan pemungutan
dan penghitungan suara serta sertifikat hasil
penghitungan suara di TPS setelah penghitungan suara

dan setelah kotak suara disegel;

g. menggunakan kewenangan berdasarkan hukum;
h. bersikap dan bertindak non partisan dan imparsial;

1. bertindak transparan dan akuntabel;
J. melayani pemilh menggunakan haknya;
k. tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan;

1. bertindak professional.

•

suara;

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap karena melakukan pidana penjara yang diancam
dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;

J. bersikap dan berlaku netral.
(6) Pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas, wewenang dan

kewajiban Pembantu penyelenggara pemungutan suara
adalah:

a. mengumumkan dan menempelkan OPT dan Oaftar
Pasangan Calon;

b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta pemilih yang
hadir;

c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di

TPS;
d. mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS;

e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laoran
yang disampaikan oleh saksi, Peserta, dan
masyarakatpada hari pemungutan dan penghitungan

•
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Pasa19

(1) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana

dimaksud dalarn Pasal 8 huruf b disarnpaikan secara

tertulis oleh BPDkepada Bupati melalui carnat.

(2) Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana

dimaksud dalarn Pasal 8 huruf b, dikhususkan dalam

pembentukan panitia pemilihan KepalaDesa oleh BPO.

•

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf a, terdiri alas kegiatari:

a. pemberitahuan BPD kepada kepala desa tentang akhir

masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum
berakhir masa jabatan;

b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan
permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10

(sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masajabatan;
c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati

disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia
kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari setelan terbentuknya panitia pemilihan; dan

e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka
waktu 30 (tigapuluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

•

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Umum
Pasa18

a. persiapan;

b. pencalonan;

c. pemungutan suara; dan
d. penetapan.

, .



(2) Penerapan protokol kesehatan sebagairnana dimaksud pada

ayat (1),meliputi:
a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur

pelaksana paling tinggi 37,30 (tiga puluh tujuh koma
tiga derajat celcius);

b-. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang
menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/ atau

dengan pelindung wajah serta sarong tangan sekali
pakai bagi panitia pemilihan KepalaDesa dan pernilih:

c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk
pembuangan sarong tangan sekali pakai;

(1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasa! 5 ayat (6) dalam kondisi bcncana

nonalam Corona Virus Disease 2019 dilakukan dcngan

penerapan protocol kesehatan.

Pasal 11

Pasal 10

Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
mengawasi dan mengendalikan semua tahapan
pelaksanaan pemilihan;

b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada
Bupati melalui camat;

melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan
tempat pemungutan suara;
melaksanakan pemungutan suara;

menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan
mengumumkan hasil pemilihan;

k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
1. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pemilihan.

•

c.

d.

e.
f.
g.

h.

• 1.

J.



(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar
sebagai pemilih.

(2) Pernilih sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus

memenuhi syarat:
a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara

pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas)

tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai
pemilih.

b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya;

Pasal 12

Penetapan Pemilih• Paragraf2

masmg;

h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat

pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah
pelaksanaan kegiatan;

1. penyusunan tata letak tempat duduk dengan
penerapan jaga jarak;

J. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi
keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan,

dan/ atau personel yang memiliki kemarnpuan di bidang
kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan

Corona Virus Disease2019 Desa; dan

k. protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease

2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam
Keputusan Bupati.

•

d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta

menjaga jarak antara 1 (satu) sarnpai dengan 2 [dua)
meter;

e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam
maupun luar ruangan;

f. penyediaan tempat cud tangan dengan sabun dan air
mengalir serta hand sanitizer di tempat
penyelenggaraan;

g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masmg-

..



(1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (3),diumumkan oleh panitia pemilihan pada
tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)selama 3 (tiga)hari.

Pasal14

•

(1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi eesuai data
penduduk di desa .

(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan karena:

d. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan

hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah
berumur 17 (tujuh belas) tahun;

h. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi
sudahj pemah menikah;

c. telah meninggaldunia;
d. pindah domisilike desa lain; atau

e. belum terdaftar.

(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan
daftar pemilih sementara.

•
Pasal13

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap; dan

d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam)

bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara

yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau

surat keterangan penduduk.

(3) Pemilihyang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata
tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.



(I} Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia

Pemilihan pada ternpat-tempat yang mudah dijangkau

oleh masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan

selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jaugka

waktu penyusunan tambahan.

Pasal 17

(l) Pernilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan
'kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun
Tetangga/Rukun Warga.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar

sebagai pemilih tambahan.
(3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3

(tiga)hari.

•

Pasal16

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat
mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama

ldan/ atau identitas lainnya.
(2) .Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan
informasi yang meliputi:

a. Pemilihyang terdaftar sudah meninggal dunia;
b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun;

atau
d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak

mernenuhi syarat sebagai pemilih.

(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia
pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih

sementara.

•

Pasal15

,.



Pasal23

Pendaftaran Calon

Paragraf 1

Pencalonan

Bagian ketiga

dunia".·

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia

pernilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang

meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan
dalam daftar pemilih tetap pada kolomketerangan "meninggal

• Pasa122

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan

penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan
pemilihan.

Pasal21

Untik keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia
menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasa120•

(1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk
diketahui oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengurnuman daftar pemilih ietap

sebagaimana dimaksud pada ayat {l), selama 3 [tiga) hari

terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan
daftar pemilih tetap .

Pasal 19

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar
pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih
tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasat 18

..



(1)'Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap

persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan
dan keabsahan administrasi pencalonan.

Pasal24

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Paragraf2

•

Calon KepalaDesa wajibmemenuhi persyaratan:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah

pertama atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat
mendaftar;

f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
g. dihapus;
h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih,

kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana
penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka

kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana
serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

J. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. berbadan sehat dan bebas Narkoba;dan
1. tidak pernah sebagai KepalaDesa selama 3 (tiga)kali masa
jabatan;dan

m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

•

, .



(1) Dalam hal baka! calon yang memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 kurang dari :2

(dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu
pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari .

(2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap

kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan w-iktu
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bupati

menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai

dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat {l}masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati
.nengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri,
Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

•

Pasal26

(1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi

persyaratan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 24
berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak
5 (lima)orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan
bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.

(2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)diumumkan kepada masyarakat.

•
Pasa125

(2) Penelitian keler.gkapan dan keabsahan administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi
pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan
surat keterangan dari yang berwenang,

(3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat

untuk memperoleh masukan.

(4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(3),wajib diproses dan diti.ndaklanjuti panitia pemilihan.

i,



(I) Pcnctapan calon kcpala dcsa discrtai dcngan pcncntuan
nomor urut mela1ui undian secara terbuka oleh Panitia
pemilihan.

(2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),dihadiri oleh :

a. calon KepalaDesa;
b. panitia pemilihan· Kepala Desa yang terdiri ketua,

wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga)orang;
c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di

kabupaten;

d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di

kecamatan;

e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan

di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas

penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat

Desa.

•

Pasal28

(I) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 lebih dari 5 (lima)
orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan
menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga
oemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.

(2) Apabila hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima)
orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif

sebagaimana dimaksud Pasal 24) maka untuk

menetapkan paling banyak 5 orang Calon dilakukan
dengan cara proses seleksi oleh tim Independen.

(3) Hasil proses seleksi Calon kepala desa oleh tim
Independen diserahkan kepada Ketua Pemilihan Kepala
Desa Serentak Tingkat Kabupaten guna dilanjutkan

kepada Panitia PemilihanKepalaDesa melalui BPDuntuk

ditetapkan menjadi CalonKepalaDesa.
•

Pasal27

> ,.



(1) Calon Kades dapat melakukan karnpanye sesuai dengan

kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya
masa tenang.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta
bertanggungjawab.

Kampanye

Pasa129
• Paragraf 3

(3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.

(4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan
disusun dalarn daftar calon dan dituangkan dalam berita
acara penetapan calon KepalaDesa.

(5) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa
dan/ atau papan pengumuman tentang nama calon yang
telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak

tanggal ditetapkan.

(6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

bersifat final dan mengikat.

(7) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf b, yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan
nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan
oenerapan protokol kesehatan.

(8) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) yang me1iputi kegiatan pendaftaran,

pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala
Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang
berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga
jarak yaitu deklarasi, inng-mngan, konvoi dan

mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di
luar ruangan;

•



(1) Pelaksana Kampanyedilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan

NegaraKesatuan Republik Indonesia;

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan,
calon danj atau Calonyang lain;

d. menghasut dan mengadu-dornba perseorangan atau
masyarakat;

Pasa132•

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)
dapat dilaksanakan melalui:
a. Pertemuan terbatas;

b. tatap muka
c. dialog;

d. penyebaran bahan Kampanyekepada umum;

e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di

tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
f. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media

cetak dan media elektronik danjatau media sosial; dan
g. -cegiatanlain yang tidak melanggar peraturan perundarig

undangan.

•
Pasa131

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)
memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.

(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu
masa jabatan kepala desa.

(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi
program yang akan dilaksanakan dalam rangka

mewujudkan visi.

Pasa130

•
•



•

seseorang, sekelompokanggota masyarakat, dan/ atau
Calonyang lain;

g. merusak danj atau menghilangkan alat peraga
KampanyeCalon;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah,
dan tempat pendidikan;

1. membawa atau menggunakan gambar dan/ atau
atribut Calon lain selain dari gambar darr/atau atribut

Calonyang bersangkutan;
J. menjanjikan atau memberikan uang atau materi

lainnya kepada peserta Kampanye;
k. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser,

pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor
serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;

1. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf f, dapat
dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang
hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan
tetap menerapkan protokol kesehatan;

m. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan

bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap

zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan

identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar,
nomor urut dan pesarr CalonKepalaDesa;

n. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun
cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70%

(tujuh puluh persen) dan/ atau klorin serta sarana cud

tangan;dan

o. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang
positif terpapar Corona Virus Disease 2019 dilarang

terlibat dalam kegiatan Kampanye.
(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k,

huruf 1, huruf m, huruf n, huruf 0 dilaksanakan dengan

materi mengenai penanganan Corona Virus Disease 2019

•

kepadakekerasanpenggunaanmenganjurkan

e. menggangguketertiban umum;

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau

•



(1) Pemungutan suara sebagairnana dimaksud dalam Pasal

34 ayat (2), dilakukan dcngan mcmbcrikan suara mclalui

surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau

berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.

(2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan mencob1os salah satu

calon dalam surat suara.

Pasa135

Bagian keempat

Pemungutan dan Penghitungan Suara
•

(l) Masa tenang selarna 3 (tiga)hari sebelum hari dan tanggal
pemungutan suara.

(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

Pelaksana Karnpanye yang rnelanggar larangan Kampanye

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai
sanksi:

a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye
melanggar larangan walaupun be1um terjadi gangguan;

dan
b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya

pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat
mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang

berpotensi menyebar ke wilayah lain.

•

Pasa133

dan dampak sosial ekonomidi Desa.

(3) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang

mengikutsertakan:
a. kepala desa;
n. perangkat desa;

c. anggota badan permusyaratan desa.

..
.~



t1} Jumlah pemilih diTPSditentukan panitia pemilihan.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, terrnasuk
oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih
dapat memberikan suaranya secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal38

Pengadaan bahan, jurnlah, bentuk, ukuran, dan wama surat

suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta
pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Bupati.

Pasa137•

(1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan
suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c,
dengan mekanime meliputi:
I

a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap

daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas
di luar desa;

b. tersedianya pernbatas transparan pada meja panitia
pernilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi
kontak Iangsung antara panitia dengan pemilih;

c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan
dengan jumlah pemilih,jika pemilihtidak hadir sesuai

waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan
hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;

d. pernungutan suara wajib mempertirnbangkan kondisi
demografi Desa, zona penyebaran Corona Virus

Disease 2019 serta penyusunan tata letak tempat

duduk dengan rnemperhatikan penerapan jagajarak;

e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih
diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan

f. berkas dokumen danl atau perlengkapan secara fisik
yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang
tahan terhadap zat cair.

•

Pasal36

,~



(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia
pemilihan melakukan kegiatan:
a. pembukaankotaksuara;
h. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
d. penghitungan jumlab setiap jenis dokumen dan

peralatan.
(2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dihadiri oleh :
a. calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;

b. panitia pemilihan di Desa;
- c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota

maksima13 (tiga)orang;
d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di

kabupaten;
e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di

kecamatan;

•

Pasa141

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau

sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih

yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di
perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain

memberikan suara di TPS khusus.

•
Pasal40

(1) Pemilih tun an etra, tunadaksa, atau yang rnempunyai

halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di
TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas
permintaan pemilih.

(2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan
pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasa139

(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan

oleh panitia pemilihan.

..



Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

a. -surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 [satu) kotak segi

cmpat yang mcmuat satu calon; atau
c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat

'Yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah

ditentukan; atau

Pasal43

•

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (1), panitia memberikan penjelasan
mengenai tata cara pemungutan suara.

(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan

prinsip urutan kehadiran pemilih.
(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak,

pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada
panitia, kemudian panitia memberikan surat suara

pengganti hanya satu kali.
(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan

suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti
kepada panitia, panitia memberikan surat suara

pengganti hanya satu kali.

• Pasa142

f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan

di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas
penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa;dan

g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat

Desa.
(3).Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
(4) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua
panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia

serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

•
,e



•

(1) Penghitungan suara di TPSdilakukan oleh panitia setelah

pemungutan suara berakhir.

(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), panitia pcmilihan mcnghitung:
a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan

salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
b. jumlah pemilih dari TPSlain;
c. jumlah surat suara yang tidak terpakai;dan
d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih

karena rusak atau keliru dicoblos.
(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan
dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD,

pengawas, dan warga masyarakat.
(4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat
dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya

kepada Ketua panitia.
(5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara

yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya
2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani

oleh saksi calon.
(6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil

penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1

(satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar

sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
(7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul

khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak

•
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d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah
satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan
.iama calon; atau

e. tanda coblos terdapat pada salah satu gans kotak segi
empat yang merrr.iatnomor, [0to, dan nama calon.

•



(1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan basil

pemilihan kepala desa kepada BPD.
(2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon
kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada
~upati melalui camat dengan tembusan kepada kepala

desa.
(3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala

desa dengan keputusan Bupati.
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Penetapan

Bagian kelima•
Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di

TPS~ disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang
terjarnin keamanannya .

Pasal46

(1) Calon Kepala Desa yang mernperoleh suara terbanyak dari

jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa
terpilih.

(2) Jalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang
memperoleh suara terbanyak yang sarna lebih dari 1

(satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu),
calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak
pada TPSdengan jumlah pemilih terbanyak.

(3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara

terbanyak yang sarna lebih dari 1 (satu) calon pada desa
dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan

berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jurnlah
pernilih terbesar.

•
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suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan

suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi

pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera
setelah selesai penghitungan suara.

,.



(3)·Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, dikenakan kepada calon kepala desa,
pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia

pemilihan di desa.

(4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, dikenakan kepada panitia pemilihan eli desa oleh

sub kepanitiaan di kecamatan.
(5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada

ayat (2)huruf b, dikenakan kepada calon kepala desa oleh

sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari

panitia pemilihan di desa.

a. teguran lisan;

• b. teguran tertulis I;

c. teguran tertulis II; dan

d. dislrualifikasi.

(I) Calon Kepala Desa, panitia pcrnilihan, pendukung dan

unsur lain yang melanggar protokol kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 11,
Pasal 28 ayat (7) dan ayat (8), Pasal 32, dan Pasal 36
dikenai sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
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(1) Pe1antikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara

langsung atau virtual/ elektronik.
(2) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan

secara langsung, proses pelanlikan dihadiri oleh :
a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang

pendamping;
b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;

c. camat;
d. perangkat desa; dan

e. undangan lainnya.

(3) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas
ruangan paling banyak dihadiri 50% (limapuluh persen).•

Pasal48

•



{1}Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala T)esa
kepada gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), meliputi :

a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling

lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan
tahapan pemungutan suara dan perhitungan
suara;dan

b. laporan Pelaksanaan pernilihan Kepala Desa paling
" lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan

tahapan pelantikan KepalaDesa terpilih.

•
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Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan CoronaVirus
Disease 2019 kabupaten berdasarkan rekomendasi dari
panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol
kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus
Disease 2019 tidak dapat dikendalikan.

•
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(6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada

ayat (2)huruf c, dikenakan kepada calon kepala desa oleh
bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di

kabupaten atas laporan dari panitia dikecamatan.
(7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d, dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati

berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di
kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di
kecamatan dan satuan tugas penanganan Corona Virus

Disease 2019.

••



(1) Pegawai negeri sipil yang rnencalonkan diri dalam

pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izm tertulis

dari pejabat pembina kepegawaian.
(2} Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa,

yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya

Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal54

Paragraf2

(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan

Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangirutan
terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sarnpai dengan
selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2) Tugas perangkat Desa sebagairnana dirnaksud pada ayat

(1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang

ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.•
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(1) Kepala Desa yang akan rnencalonkan diri kernbali diberi
cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan
selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2) Selama rnasa cuti sebagairnana dirnaksud pada ayat (1),

Kepala Desa dilarang rnenggunakan fasilitas pemerintah

desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
(3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan
kewajiban Kepala Desa.

•
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Calon KepalaOesa dari Kepala Oesa atau Perangkat

Paragraf 1

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI

NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

BABIV

•
••



Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi

bencana nonalam Corona VirusDisease 2019 berlaku sampai

berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang

ditetapkan oleh Presiden.
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KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB VI

(1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan
kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa

dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja
Daerah Kabupaten.

(2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah

Desa dibebankan ada anggaran pendapatan dan belanja
desa.

(3) ,Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam kondisi Corona Vinls Disease 2019 dapat didukung

dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai

kemampuan keuangan desa.

•
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PEMBIAYAAN

BABV

selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak
sebagai PegawaiNegeriSipil.

(3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak
mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan
lainnya yang sah.

•
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PENUTUP

BAB VII

•

•

•
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